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ABSTRAK 

 

Muh. Yusril Aliah. NIM E041171508. Kebijakan Pertanian Kabupaten 
Pinrang (Studi Tentang Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Kabupaten 
Pinrang). Pembimbing Ariana Yunus dan Sakinah Nadir. 
  
Kebijakan pertanian merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan 
oleh pemerintah dalam sektor pertanian. Salah satu tujuan dari kebijakan 
pertanian adalah meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sektor pertanian. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab kelangkaan 
pupuk bersubsidi di Kabupaten Pinrang dan upaya pemerintah daerah 
dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi. 
 
 
Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan konsep 
kebijakan publik dalam hal ini peran aktor dalam kebijakan. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data 
wawancara langsung, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan. 
 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kelangkaan pupuk 
bersubsidi di Kabupaten Pinrang disebabkan karena alokasi pupuk 
bersubsidi yang dibutuhkan oleh petani di Kabupaten Pinrang tidak 
memenuhi atau tidak mencukupi dengan alokasi pupuk bersubsidi yang 
diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian. 
Dalam upaya mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi pemerintah daerah 
berperan akitf dengan membentuk tim pengawasan kebijakan mekanisme 
penyaluran pupuk bersubsidi, membentuk kebijakan mengenai aturan 
pendistribusian pupuk dan penetapan harga eceran tertinggi, serta 
membentuk petugas penyuluh lapangan agar mensosialisasikan ke 
petani. Pemerintah Daerah melakukan peran partisipatif pendampingan 
kepada masyarakat mengenai pemberdayaan kelompok tani serta 
memberikan bantuan pupuk kepada petani. 
 
Kata kunci : kebijakan pertanian, peran pemerintah, kabupaten pinrang.    

 

  



 

 ABSTRACT 

Muh. Yusril Aliah. NIM E041171508. Agricultural Policy of Pinrang 

Regency (Study of Scarcity of Subsidized Fertilizers of Pinrang 

Regency). Advisor Ariana Yunus and Sakinah Nadir 

Agricultural policy is an action implemented by the government in the 

agricultural sector. One of the objectives of agricultural policy is to 

increase the productivity of agricultural products and improve people's 

welfare in the agricultural sector. This study aims to describe the causes of 

the scarcity of subsidized fertilizers in Pinrang District and the local 

government's efforts to overcome the scarcity of subsidized fertilizers. 

To answer the problems in this research, the concept of public policy is 

used, in this case the role of actors in policy. This study uses qualitative 

methods with data collection techniques direct interviews, observation and 

documentation. Data analysis techniques used in this study data 

reduction, data presentation, drawing conclusions. 

The results of this study indicate that the cause of the scarcity of 

subsidized fertilizers in Pinrang Regency is due to the allocation of 

subsidized fertilizers needed by farmers in Pinrang Regency which does 

not meet or are not sufficient with the allocation of subsidized fertilizers 

provided by the central government, in this case the Ministry of 

Agriculture. In an effort to overcome the scarcity of subsidized fertilizers, 

the regional government played an active role by forming a policy 

oversight team for the mechanism for distribution of subsidized fertilizers, 

forming policies regarding fertilizer distribution rules and setting the 

highest retail price, and forming field extension officers to disseminate 

information to farmers. The Regional Government performs a participatory 

role in assisting the community regarding empowering farmer groups and 

providing fertilizer assistance to farmers. 

Keywords: agricultural policy, the role of government, pinrang district.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku 

industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. 

Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam 

pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok 

tanam (crop cultivation) serta pembesaran hewan ternak (raising). Sektor 

pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam 

struktur pembangunan perekonomian nasional. 

Kebijakan pertanian menjelaskan serangkaian hukum terkait pertanian 

domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah pada umumnya 

mengimplementasikan kebijakan pertanian dengan tujuan untuk mencapai 

tujuan tertentu di dalam pasar produk pertanian domestik. 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang 

mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian 

maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi 

subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor 

perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. 
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Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam 

pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk 

Indonesia bekerja sebagai petani. Hal itu dikarenakan, hasil pertanian dan 

perkebunan dikenal sangat melimpah di negara ini hingga bisa diekspor 

ke beberapa negara. Hal tersebut dapat meningkatkan ekspor dan 

pendapatan ekonomi negara Indonesia. Menjadi penopang hidup 

masyarakat Indonesia khususnya para petani. Terdapat 34 provinsi yang 

berperan penting dalam peningkatan pertanian di Indonesia salah satunya 

provinsi Sulawesi Selatan. 

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi 

pertanian yang cukup potensial merupakan penghasil tanaman pangan 

terbesar di kawasan timur Indonesia. Sektor pertanian sebagai sektor 

dominan dalam struktur perekonomian Sulawesi Selatan. Perkembangan 

sektor pertanian khususnya tanaman pangan di  daerah Sulawesi Selatan 

salah satunya diprioritaskan pada komoditas padi. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa tanaman pangan padi merupakan tanaman sumber makanan 

utama bagi penduduk Indonesia khususnya di provinsi Sulawesi Selatan. 

Wilayah Sulawesi Selatan meliputi 21 kabupaten dan 3 kota. 

Di Sulawesi Selatan terdapat salah satu daerah yakni Kabupaten 

Pinrang yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Pertanian di 

Kabupaten Pinrang sangatlah baik terutama pada pertanian padi yang 

menjadikan Pinrang sebagai salah satu daerah penyumbang padi terbesar 
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di Sulawesi Selatan. Dimana terdiri dari 12 kecamatan  dengan komoditas 

potensi unggulan di antaranya padi . Hal ini di dukung oleh irigasi yang 

berasal dari daerah aliran sungai terbesar di Sulawesi Selatan yakni 

Sungai Saddang dimana ada Bendung Benteng yang mengairi hampir 

sebagian besar lahan pertanian yang ada di Kabupaten Pinrang. 

Dalam melakukan kegiatan usaha tani tentunya diperlukan pemberian 

pupuk. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu input penting dalam 

meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya padi, sehingga 

keberadaan dan pemanfaatannya memiliki posisi yang strategis. Program 

pemberian pupuk bersubsidi menjadi program prioritas pemerintah yang 

bertujuan untuk meringankan beban petani agar ketika mereka 

memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, tersedia dengan harga 

yang terjangkau. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 

Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk 

bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam 

kelompok tani yang menyusun elektronik Rencana Definitif Kebutuhan 

Kelompok (e-RDKK) sektor pertanian tahun anggaran 20211 kemudian di 

perkuat dengan adanya Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, 

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Nomor: 

521/071/01/2021/DTPHBUN tanggal 6 januari 2021 tentang alokasi dan 

                                                
1 Peraturan Pemerintah Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan 
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor pertanian Tahun Anggaran 2021 
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harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 

2021. 2 

Dalam peraturan menteri yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi 

diperuntukkan bagi petani yang mempunyai kartu tani, bergabung dalam 

kelompok tani, terdaftar dalam sistem (e-RDKK), alokasi pupuk bersubsidi 

diberikan sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota, dan pengecer resmi 

wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai (HET). Petani yang 

melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, 

hortikultura, dan peternakan berhak mendapatkan pupuk bersubsidi 

dengan luasan paling luas 2 hektare setiap musim tanam.    

Namun saat ini, fakta yang ada dilapangan ditemukan permasalahan 

yaitu kelangkaan pupuk bersubsidi. Para petani di Kabupaten Pinrang 

mengeluh pupuk subsidi yang biasa digunakan mengalami kelangkaan. 

Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk luas lahan pertanian di 

Kabupaten Pinrang tidak sebanding dengan alokasi pupuk bersubsidi 

yang diberikan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa 

pupuk merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi pertanian, sehingga 

kelangkaan pupuk dapat berdampak buruk bagi pertanian masyarakat 

seperti yang terjadi di Kabupaten Pinrang saat ini. Berikut gambar tabel 

kebutuhan pupuk bersubsidi untuk luas lahan pertanian di Kabupaten 

                                                
2 Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tanggal 6 
Januari 2021 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor 
Pertanian Tahun Anggaran 2021 
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Pinrang serta gambar tabel penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten 

Pinrang tahun 2021: 

Tabel. 1 Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pinrang Tahun 

2021. 

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang 

dalam angka, 2021 
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Tabel. 2 Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pinrang Tahun 

2021

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang 

dalam angka, 2021 

Gabungan 5 kelompok tani Dusun Kampung Baru, Desa Waetuoe 

Kecamatan Lanrisang menggelar gerakan pengendalian (gerdal) yang 

turut di hadiri Bupati Pinrang Irwan Hamid dalam kesempatan itu Bupati 

Pinrang menyempatkan diri berdialog dengan  para petani yang umumnya 

mengeluhkan terkait ketersediaan pupuk bersubsidi. Dan di Desa 

Mattombong Kecamatan Mattiro Sompe gabungan kelompok tani juga 

melaksanakan kegiatan (gerdal) dalam kesempatan itu Bupati Pinrang 

turut berkesempatan hadir. Bupati Pinrang menyempatkan diri berdialog 

dengan para petani yang umumnya juga mengeluhkan terkait 

ketersediaan pupuk bersubsidi.3 

                                                
3 Tim SindoNews, “Bupati Pinrang Harap Petani Bersatu Untuk Tingkatkan Produktivitas 
Pertanian”, (https://makassar.sindonews.com/read/718927/713/bupati-pinrang-harap-
petani-bersatu-untuk-tingkatkan-produktivitas-pertanian-1647831786/10, diakses pada 13 
April, 23.38) 
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Merespon keluhan petani, puluhan massa melakukan aksi unjuk rasa 

di depan Kantor Bupati Pinrang. Massa mengatasnamakan Aliansi 

Perjuangan Rakyat (APR) mempertanyakan kelangkaan pupuk subsidi.4 

Berdasarkan kondisi yang ada di masyarakat terjadi kelangkaan pupuk 

bersubsidi yang berdampak pada mahalnya harga pupuk di pasaran, 

sudah seharusnya peran pemerintah daerah hadir di tengah-tengah 

masyarakat. Sehingga komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam 

peningkatan hasil produksi pertanian terwujud. 

Berdasarkan hal tersebut penulis menganggap penting untuk 

melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam sehingga dapat 

diketahui secara jelas peran pemerintah Kabupaten Pinrang dalam 

mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi. Dengan demikian penulis 

mengangkat permasalahan tersebut menjadi judul penelitian: “kebijakan 

pertanian Kabupaten Pinrang studi tentang kelangkaan pupuk bersubsidi 

Kabupaten Pinrang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mengatasi 

kelangkaan pupuk bersubsidi ? 

                                                
4 Nining Agraeni, “aliansi-perjuangan-rakyat-pinrang-demo-kenaikan-het-pupuk-
bersubsidi”, (https://makassar.tribunnews.com/2021/01/08/aliansi-perjuangan-rakyat-
pinrang-demo-kenaikan-het-pupuk-bersubsidi, diakses pada 13 April, 23.38) 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 

Untuk menjelaskan penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi dan peran 

pemerintah Kabupaten Pinrang dalam upaya mengatasi kelangkaan 

pupuk bersubsidi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat atau kegunaan yang 

terdapat pada penelitian tersebut adapun manfaat yang didapatkan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Akademis  

Manfaat penelitian ini secara akademis dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan dan pengetahuan kepada pembaca agar dapat memahami 

kebijakan pertanian dan peran pemerintah Kabupaten Pinrang dalam 

mengatasi kelangkaan pupuk subsidi. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah khususnya 

Kabupaten Pinrang dalam kebijakan pertanian Kabupaten Pinrang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perspektif Politik Pertanian 

Perspektif politik pertanian merupakan salah satu bagian dalam kajian 

ilmu politik. Politik menurut Miriam Budiardjo adalah usaha untuk 

mencapai kehidupan yang baik. Pada sebuah kelompok masyarakat 

dalam menghadapi terbatasnya sumber daya, dicari suatu cara distribusi 

supaya seluruh masyarakat merasa bahagia dan puas. Cara inilah yang 

disebut politik. Lebih lanjut, Miriam Budiardjo, dalam buku yang sama 

menjelaskan bahwa pada umumnya politik adalah usaha untuk 

menentukan peraturan – peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh 

masyarakat, supaya dapat membawa masyarakat ke arah kehidupan 

bersama yang harmonis.5 Politik sendiri menurut Ramlan Surbakti adalah 

interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan 

bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.6 

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku 

industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. 

Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam 

                                                
5 Prof Meriam Budiarjo, “Dasar – Dasar Ilmu Politik”,(Jakarta : PT.Gramedia Pustaka 
Utama,2008),hlm.13-15. 
6 Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta:PT Gramedia 
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pertanian biasa dipahami orang sebagai budi daya tanaman atau 

bercocok tanam ( cultivation) pembesaran hewan ternak (raising). 

Politik pertanian menurut Monke dan Pearson adalah campur tangan 

pemerintah di sektor pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan 

efesiensi yang menyangkut alokasi sumber daya untuk dapat 

menghasilkan output nasional yang maksimal dan meratakan pendapatan, 

yaitu mengalokasikan keuntungan pertanian antargolongan dan 

antardaerah, keamanan persediaan jangka panjang. 

Politik pertanian merupakan sikap dan tindakan sektor publik dalam 

kehidupan pertanian untuk mencapai sasaran tertentu. Sektor publik yang 

dimaksud adalah pemerintah dalam kehidupan pertanian, meskipun sektor 

publik tidak selamanya pemerintah. Hal ini lebih dekat dengan istilah 

kebijakan pertanian sebagai terjemahan dari Agricultural Policy sehingga 

politik pertanian disebut juga dengan kebijakan pertanian.7 

Kebijakan pertanian diatur oleh institusi pemerintahan dalam 

memberikan kesejahteraan kepada masyarakat petani dan secara umum 

di wilayah tersebut. Petani sebagai sekelompok masyarakat juga memiliki 

kepentingan untuk memajukan usahatani demi peningkatan 

kesejahteraan. Kebijakan tersebut dapat diturunkan melalui program-

program atau kebijakan dalam mendukung sektor pertanian. 

                                                
7 Widodo, Sri. 2021. Politik Pertanian. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 
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Konsep kebijakan pertanian yakni serangkaian tindakan yang telah, 

sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan 

tersebut. Sehingga tujuan umum dari kebijakan pertanian adalah 

memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih 

produktif, produksi dan efesiensi naik dan akibatnya tingkat penghidupan 

dan kesejahteraan meningkat.8 Lebih lanjut dijelaskan, terdapat enam 

ruang lingkup kebijakan pertanian yaitu sebagai berikut: 

1.kebijakan produksi 

2.kebijakan subsidi 

3.kebijakan investasi 

4.kebijakan harga 

5.kebijakan pemasaran 

6.kebijakan konsumsi. 

2.2  Kebijakan Publik  

2.2.1 Defenisi Kebijakan Publik 

Definisi kebijakan publik menurut Robert Eyestone adalah secara 

luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit 

pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Thomas R. Dye 

yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.  

Definisi yang diberikan oleh Carl Friedrich ia memandang kebijakan 

publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, 

                                                
8 Wulandari, Andi Tika. 2015. Kerjasama Luar Negeri Kabupaten Bantaeng dengan Jepang di 

Bidang Pertanian. Skripsi. FISIP. Universitas Hasanuddin 
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kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang 

memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap 

kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam 

rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau 

suatu kelompok tertentu. Sedangkan menurut Anderson kebijakan 

merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh 

seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau 

suatu persoalan.9  

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk 

mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan keputusan-

keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat 

birokrasi. Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah proses politik yang 

kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan negara dan cara pengambilan 

keputusannya, orang-orang atau kelompok-kelompok yang dilibatkan, dan 

bagaimana kebijakan ini dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Menurut 

Miriam Budiarjo kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil 

oleh seorang pelaku atau kelompok, dalam usaha memilih tujuan dan cara 

untuk mencapai tujuan itu.10  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka disumpulkan 

kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas untuk memecahkan suatu 

masalah baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga. Dalam 

                                                
9 Prof. Dr. Budi Winarno, MA, Kebijakan Publik Teori Dan Proses,(Yogyakarta : Media 
pressindo, 2007),hlm.17-18 
10 Prof Miriam Budiarjo,’’ Dasar Dasar Ilmu Politik”,(Jakarta :PT.Gramedia Pustaka 
Utama, 2008),hlm.20. 
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penelitian ini kebijakan publik yang dimaksud adalah kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait dengan sektor pertanian. 

2.3 Peran Pemerintah Sebagai Aktor Kebijakan Publik 

Pemerintah sebagai aktor formal (resmi) dalam proses kebijakan 

memiliki peranan yang signifikal karena pemerintah memiliki kedudukan 

dan wewenang yang tertinggi dalam membuat kebijakan di suatu negara. 

Kebijakan ini juga yang nantinya harus ditaati dan dilaksanakan oleh 

masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan. Dalam organisasi setiap orang memiliki berbagai macam 

karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab 

yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. 

Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly peran adalah 

seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, 

biasanya organisasi. 

Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan 

konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. 

Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi 

akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga 

diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, 

harapan, tabu, dan tanggung jawab). Dimana didalamnya terdapat 
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serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing 

dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan 

seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang 

kesemuannya menjalankan berbagai peran. 

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian 

perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian 

seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. 

Peran yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah 

maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto 

mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu: 

a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang 

dilakukan dengan suatu situasi tertentu. 

b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang 

menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak. 

c. pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang 

berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut 

berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan 

dan kelancarannya. 

 Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran 

sebagai berikut: 
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a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan 

antar hubungan sosial tertentu. 

b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau 

kedudukan sosial tertentu. 

c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya sesuai dengan statusnya. 

d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan 

yang diberikan. 

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 

tiga yaitu sebagai berikut: 

1. Peran aktif 

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok 

karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, 

seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya. 

2. Peran partisipatif 

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota 

kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang 

sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. 

3. Peran pasif 

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat 

pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan 
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kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan 

dengan baik.11 

Oleh sebab itu, penulis bermaksud melihat peran pemerintah dalam 

mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi. Peran pemerintah daerah dalam 

hal ini yakni bupati, wakil bupati atau dinas pertanian, dan perangkat kerja 

lainnya yang berupaya mewujudkan perencanaan tersebut. Dalam 

penelitian ini penulis akan menggunakan dua jenis peran aktif dan peran 

partisipatif pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan pupuk 

bersubsidi. Hal ini sejalan dengan jenis-jenis peran yang telah dijabarkan 

dalam penjabaran di atas. 

2.4 Telaah Pustaka 

Penelitian ini bertumpu pada tiga literatur yaitu dua skripsi dan satu 

jurnal. Telah pustaka ini dapat memberikan gambaran kepada pembaca 

terkait ide, persamaan dan perbandingan terhadap penelitian. Berikut ini 

telaah pustaka yang peneliti lakukan. 

Pada literatur pertama yaitu skripsi yang berjudul ‘politik pertanian ( 

studi tentang implementasi subsidi pupuk di kabupaten Ponorogo)'. Dalam 

skripsi ini membahas terkait politik pertanian dalam bidang kebijakan 

subsidi pupuk yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di 

Kabupaten Ponorogo. Seringkali dalam implementasi kebijakan terjadi 

permasalahan yaitu adanya kelangkaan pupuk bersubsidi padahal 

                                                
11 Soekanto, Teori Peran. (Jakarta:Bumi Aksara.2002) 
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pemerintah telah memproduksi melebihi kuota yang telah ditetapkan. 

Sehingga perlu diketahui bagaimana tata niaga pupuk bersubsidi, 

kepentingan apa yang mempengaruhi kondisi tersebut. Adapun hasil 

penelitian dari skripsi ini bahwa terjadi penyelewengan pupuk bersubsidi 

untuk kepentingan tertentu dan lemahnya pengawasan bahkan 

pemerintah sulit menghadapi. Sehingga diperlukan kerja sama antar 

lembaga terkait agar permasalahan dapat diselesaikan. 

Selanjutnya, persamaan dari literatur skripsi dengan penelitian ini 

adalah membahas kebijakan pertanian sebagai bagian dari kajian ilmu 

politik. Selain itu, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang 

berusaha memberikan penjelasan secara factual terhadap fenomena yang 

berlaku. 

Kemudian hal yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan 

literatur skripsi adalah fokus penelitian. Di mana dalam literatur skripsi 

menjelaskan politik pertanian dalam bidang kebijakan pupuk subsidi 

Kabupaten Ponorogo. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan 

kebijakan pertanian Kabupaten Pinrang studi tentang kelangkaan pupuk 

bersubsidi Kabupaten Pinrang. 

Pada literatur kedua yaitu skripsi yang berjudul ‘peran pemerintah 

daerah dalam pengelolaan sektor pertanian di Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto'. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa daerah di 

Kecamatan Rumbia memiliki potensi pertanian yang dapat mendukung 
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perekonomian masyarakat jika di optimalkan dengan baik. Sebab 

berbagai permasalahan berlaku diantaranya pemerintah daerah masih 

kurang memberikan perhatian dukungan sarana dan prasarana dan tidak 

optimalnya penyuluhan kepada masyarakat petani. Sehingga peran 

pemerintah sangat penting dalam mendukung potensi tersebut. Hasil dari 

penelitian skripsi ini menunjukkan pemerintah daerah belum 

mengoptimalkan dalam menjalankan perannya. 

Selanjutnya, persamaan dari literatur skripsi dengan penelitian ini 

adalah kajian kebijakan pertanian dalam merealisasikan tugasnya di 

sektor pertanian. Selain itu, tipe dan jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif dan metode kualitatif. 

Kemudian perbedaan literatur skripsi dan penelitian ini yaitu 

literatur kedua hanya menjelaskan pokok permasalahan mengenai 

Sumber Daya Alam (SDA) pertanian di bidang hortikultura seperti 

tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman hias dan obat yang memiliki 

potensi perekonomian. Dengan pokok bahasan yaitu bagaimana peran 

pemerintah daerah di tingkat kecamatan. Sedangkan dalam penelitian ini 

menjelaskan pokok permasalahan tentang kebijakan pertanian di bidang 

kebijakan pemerintah daerah. 

Pada literatur ketiga yaitu jurnal yang berjudul ‘peran politik 

pertanian dalam pembangunan pertanian menghadapi era revolusi industri 

4.0 di sektor pertanian'. Dalam jurnal ini membahas terkait peran politik 
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pertanian dari masa ke masa hingga masa kini dalam era industri 4.0 

perkembangan tersebut terjadi berbagai macam persoalan pertanian. 

Peran politik pertanian dalam kajian ini menjelaskan perlu segera 

melakukan penstabilan harga pangan murah dan memperbesar ekspor. 

Bagi petani harus dijamin akses air bersih, lahan dan permodalannya. 

Pertanian dalam menghadapi industri 4.0 menuntut pengembangan 

teknologi pertanian agar kedepannya memberikan dampak dan tantangan. 

Selanjutnya, persamaan dari literatur jurnal dengan penelitian ini 

adalah kajian kebijakan pertanian. Selain itu, tipe dan jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif dan metode kualitatif. 

Kemudian, perbedaan literatur jurnal dan penelitian ini yaitu literatur 

ketiga mengambil fokus pada perkembangan politik pertanian dari masa 

ke masa dalam menghadapi industri 4.0 menggambarkan secara terpusat 

kondisi politik pertanian tersebut dan tantangan yang akan dihadapi di 

sektor pertanian. Sedangkan dalam penelitian ini menggambarkan terkait 

peran pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam mengatasi 

kelangkaan pupuk bersubsidi. Jadi Tampak jelas penelitian ini mengkaji 

kebijakan pertanian. 

2.5 Kerangka Berfikir 

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa kerangka berpikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 
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penting. Kebijakan pertanian di buat untuk mensejahterahkan petani 

mengingat keadaan pertanian tidak stabil salah satunya kelangkaan 

pupuk bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Pinrang petani di Kabupaten 

Pinrang mengeluh pupuk subsidi yang biasa digunakan masih langka. 

Dalam hal itu peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah 

Kabupaten Pinrang dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi 

sehingga pengedaran pupuk di lapangan berjalan dengan baik . 

       Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


